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RINGKASAN 

PENANDATANGANAN PARA PIHAK SECARA BERSAMA-SAMA 

DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS 

Oleh : 

Zainal Abidin1, Saprudin2 

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, 103 Halaman 

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum 

di Indonesia dan termasuk dalam kelompok elit masyarakat dengan stratifikasi 

sosial, ekonomis, dan politis yang relatif tinggi. Notaris dianggap sebagai pejabat 

tempat masyarakat dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan, dan segala 

yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar sebagai pembuat dokumen yang kuat 

dalam proses hukum. Berbeda dengan advokat yang membela hak seseorang ketika 

timbul kesulitan, notaris bertugas mencegah terjadinya kesulitan tersebut. 
Penandatanganan akta oleh para penghadap di hadapan notaris menandai bahwa 

perjanjian yang disepakati telah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang. 

Dalam praktik, sering terjadi penandatanganan akta yang tidak dapat dilakukan 

secara bersamaan antara para penghadap di hadapan notaris. Hal ini terutama terjadi 

dalam dunia perbankan dimana penandatanganan sering dilakukan secara terpisah 

antara pihak kreditur (bank) dengan pihak debitur karena pertimbangan efisiensi 

waktu dan biaya. Meskipun hal ini telah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar di 

berbagai daerah, praktik ini sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan UUJN yang 

mengharuskan kehadiran dan penandatanganan secara bersamaan oleh para pihak, 

saksi, dan notaris. 

Penandatanganan akta notaris secara bersama-sama merupakan syarat fundamental 

dalam hukum Indonesia yang bertujuan memastikan kepastian hukum dengan 

mencegah manipulasi dan pemalsuan dokumen. Kehadiran semua pihak secara 

bersamaan mewujudkan transparansi dimana seluruh pihak dapat menyaksikan 

langsung proses penandatanganan, memungkinkan notaris melakukan autentikasi 

identitas dan kewenangan setiap penandatangan secara langsung untuk mencegah 

penipuan atau penggunaan identitas palsu. Praktik ini memberikan perlindungan 

hukum dengan memastikan semua pihak memberikan persetujuan tanpa paksaan, 

sekaligus menjaga kekuatan pembuktian akta karena penandatanganan terpisah 

dapat mengurangi nilai autentik dan berpotensi digugat di pengadilan. Dari aspek 

efisiensi, semua pertanyaan dan klarifikasi dapat diselesaikan dalam satu waktu, 

sejalan dengan UUJN yang menekankan pentingnya kehadiran para pihak untuk 

menjamin keabsahan dan kekuatan hukum akta notaris. 

Ketidakhadiran salah satu pihak dalam penandatanganan menimbulkan 

konsekuensi serius berupa kehilangan kekuatan autentik akta yang berpotensi 

terdegradasi dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan dengan kekuatan 
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pembuktian lebih lemah di pengadilan. Akta notaris dapat menjadi batal karena 

tidak memenuhi syarat formil UUJN, menciptakan kerentanan hukum tinggi 

dimana pihak yang tidak hadir dapat menyangkal keabsahan akta atau mengklaim 

tidak pernah memberikan persetujuan. Risiko sengketa meningkat signifikan 

karena legitimasi dokumen dipertanyakan, sementara tanggung jawab notaris 

terancam dengan potensi sanksi administratif hingga pidana jika terbukti melanggar 

prosedur. Seluruh kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian finansial bagi 

semua pihak akibat proses hukum yang berkepanjangan. 
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PENANDATANGANAN PARA PIHAK SECARA BERSAMA-SAMA 

DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS 

Oleh : 

Zainal Abidin3, Saprudin4 

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, 103 Halaman 

ABSTRAK 

Kata Kunci : Notaris, Akta Autentik, Penandatanganan Bersama, Keabsahan Akta 

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik 

yang bertujuan memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan ketertiban 

dalam masyarakat. Salah satu kewajiban penting dalam pembuatan akta autentik 

adalah penandatanganan akta oleh para pihak secara bersama-sama di hadapan 

Notaris dan saksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya 

penandatanganan akta secara bersama-sama serta meneliti implikasi hukum apabila 

salah satu pihak tidak menandatangani akta pada waktu yang sama. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-

undangan, doktrin hukum, dan studi pustaka. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penandatanganan secara bersama-sama 

merupakan syarat formal yang mutlak untuk menjaga keautentikan akta 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya 

Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 44. Ketidakhadiran salah satu pihak saat 

penandatanganan menyebabkan akta kehilangan kekuatan autentiknya dan hanya 

memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Hal ini berdampak pada 

berkurangnya nilai pembuktian dan potensi batal demi hukum. Selain itu, 

pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan sanksi administratif, 

perdata, maupun kode etik terhadap Notaris. Penelitian ini menekankan pentingnya 

profesionalisme dan kepatuhan Notaris terhadap prosedur hukum agar dapat 

menjamin akta yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang sempurna serta 

melindungi semua pihak yang berkepentingan. 
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